
 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 14 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 96  

TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah                    

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, 

telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 96           

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 

beserta perubahannya; 

b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah              

Nomor 900/0001344, Tanggal 24 Desember 2019, Perihal: 

Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan APBD 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Kepada 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Surat Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 900/00002896, Tanggal 24 Februari 

2020, Hal: Pencermatan dan Penyempurnaan Nomenklatur 

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Demak                     

Tahun Anggaran 2020 dan Surat Persetujuan Sekretaris 

Daerah Kabupaten Demak Nomor 910/0516/2020                

Tanggal  5   Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati 

Demak Nomor 96 Tahun 2019 perlu diubah untuk      

kedua kali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 

Demak Tahun Anggaran 2020; 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang      

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang 

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006               

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 

 



18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16); 

20. Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 96) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2020 Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 96 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN   

ANGGARAN   2020. 

 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak      

Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 

Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2020 Nomor 10), diubah dengan Pergeseran / 

Perubahan / Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  pada Perangkat Daerah  Dinas Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, Pengendalikan Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Badan Perencanaan Pembanguan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah  dengan daftar pergeseran/perubahan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.   

 



Pasal  2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

                                                 Ditetapkan di Demak 

 pada tanggal 28 Februari 2020 

 

       BUPATI DEMAK, 

  

        TTD 

 

       HM. NATSIR 

 

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 28 Februari 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

  

TTD 

 

SINGGIH SETYONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 14 

                      

 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1. SEKDA  

2. ASISTEN I  

3. KABAG HUKUM  

4. Plt. KA BPKPAD  


